PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

]‘ER'I'.‘NE;?;‘UN(-'JAW;\BAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat ( 1) Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 tahun
2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang -
UUndang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Dacrah  menjadi
[Indang — Undang . Walikota mengajukan Rancangan Peraturan
D:n:rnl; tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  kepada

Newan  Perwakilan Rakvat Dacrah ( DPRD ) berupa laporan

euangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 ( cnam )

hulan ;L'lt.'.'lﬂh tahun anggaran berakhir ;

b. bahwa pcrtunggungjuwaban p::laksgnnun Anggaran Pcnd:}patan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
' Peraturan  Daerah  tentang Pertanggungjawaban

membentuk 1 d
ooaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang

Pelaksanaan An
Tahun Anggaran 2006

Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Menging i -Undang
. . : ane-L ndang : o zin ik
gingat . 1. Undang cil dalam Lingkungan Propins Jawa Timur,

Dacrah-daerah Kota Ke
Jawa Tengah dan Jawa Barat

2. Undang - Undang
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U ]
ndang - | ndang Nomor 12

i n {I.;:mh;nrun
NOmMor 6R '[;unh;thun |
3312) sebao:

o2 L) Sebagaimang telyl
[ahun 1994 (I.¢embhb
Nomor 62 ]

Eﬁﬁut

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi d:u:
Negara Republik  Indonesia Tahun 1985
¢mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1 diubah dengan {Indang-UIndang Nomor 12
aran. Nepara Republik Indonesia Tahun 1994
ambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

Banpuna

Y. Utidano.t tui ‘
- . l'lldtilng _l Indang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
: ) . ACT ¥ it
]'ﬁL : ujll acrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
amuor . es, 1l 3
i, Llnnlmh.m L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
- "‘I ?) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
v '1 - L - &
ahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

,l:;:;ur 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
):

4. “"du"g“[-;"d“”!} Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolechan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (I embaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688):

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pun}-'::lenggulraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolust dan NCPUIIST’I'I.E
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ).

7. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 T*jn::nmﬂr
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335 ).

8. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang  —undangan [ embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389 ):

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Peneelolaan dan Tanggung Jawab K:.;uungun Negara .If‘:m::mn
Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 ?».Tmnnrlﬁﬁ, 'ambahan
i,eﬁ'lhamn Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ).

9 Undang -

10. Undang Undang Nomor 75 Tahun 2004 tentang Sistem
~Undang -

.o Nasional ( Lembaran Negara Republik
berencanaan Pembangundn N ¢

donesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
ndonesta i 2

Republik (ndonesia Nomor 4421 ):

11. Undang — Undang........
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Il Undang

nd; y N
Dacrah ( | o e Nomor 1o

Mbaran Nep Fahun 2004 temang Pemerintahan

lzﬁ-'hﬂlﬂhﬂunl|nwnh- ;”“}{Up”h“L Indonesia Tahun 2004 Nomor

H‘-—'h-'l}.{.'nl‘l'l;ll‘l;l telah ‘Ilr_'ln Negara Repubhik Indonesia Nomor 4437 )

2005 1entany, I‘L-nuq-m.uh dengan Undang — Undang Nomor 8 tahun
l:ml;my_ Nomor 3 l'r”l""” I:L'[ii.llll';lll Pemernmtah Pengganty [ 'ndang

Nomor 32 iihun *I:::::l--””f" tentang Perubahan Undang -~ Undang

Undanyg {L | um:"_*”.‘*”"}'- |'t:lm:r|n|;1h;u1l [ )acrah Il'r'u:tll'-lll‘

t : aran Negara Republik Indonesia tahun

2005 Nomor .
— . i 11'..'[ ]{}Hl I' ' . I :
nomor 4548 ). ambahan embaran Negara Republik Indonesia

Undang

2. Undang - Und; |
KC“'ITI:ln \nd‘mg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
i i _.l 'I L ’ ] 2 L & ‘_
ara Pemenintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

( I.L‘I'I'Ih'lr-”] Neo:r:
e & i gll-lrl.l. I{L‘ ll]."l . s - - | lr
Fambahan Lemb publik Indonsia Tahun 2004 Nomor 126,

aran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).

13. Perat ‘Mer
uran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

K ® : - ORI L p

\_‘*—“ ingan htplllla Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (I.embaran
|] cgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

I4. Peraturan Pemernintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
E!,c111hur;tt1 Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor
119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor

4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416 ) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan — Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
sia Tahun 2007 Nomor 47. tambahan Lembaran Negara-

Ketiga atas

Indonc *
Republik Indonesia Nomor 4502 ):

1 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
-]{euungqn Badan Layanan Umum [.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 005 Nomor 48, Tambahan [.embaran Negara

Republik indonesia Nomor 4502);

Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar
( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik

| 8. Peraturan Pemerintah
f\l-;unlunsi I‘umcrmtuhun
Tahun 2005 Nomor 49 .
Indonesia Nomor 4503 );

19. Peraturan Pemenntah..........
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Tahun 2005 tentang Pinjaman
136 '['.:tmhah.an | L‘i‘fﬂ Rupuhhk Indonesia Tahun 2005 Nomor
4574 ): “Mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

F::mcn 1

: ntah : — e

Perimbangan ¢ Lemt, :\'D”_"'”r 2> lahun 2005 tentang Dana
g “Mbaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

NUH]UI- I 1 e
A7, Tambah; :
Nomor 4575 . ahan Lembaran Negara Republik Indonesia

<l. Peraturan Pemers i
[Informasi Kltmmmaj] Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
s langan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 N 3 -
_—-”F‘ Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 4576 ). )

o e | . )
27 P:.Ir:llur..m {Jg:rint:l'll"llﬂ}'l Motior 57 Tehiss 2005 iesitaag) Hibab
!]“ L e Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

ambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );

23, E*’:::ralllrun Pemenntah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4378 ):

24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ).

23. Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).

»6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  ( Lembaran Negara
Re uhilk [ndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ).

97 Peraturan Daerah kota Magelang Nomor | Tahun 2006 tentang
o qn:wﬂar.]n Pendapatan dan Belanja Daerah 'I'ahun:*\nggafani I‘.Qﬂﬁ
iLcTﬂbunn Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 3. Sen A

Nomor 1).

{agelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang
n&upal:m dan Belamja Daerah Tahun
h Kota Magelang Tahun 2006

78 Peraturan Daerah Kota \

Perubahan Anggaran ©e patan
Angearan 2006 (Lembaran Dac

Nomor 19, Sert A Nomor S)

Dengan Persetujuan.............
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AN . .
5 | ti‘ntt“'l'lli.lﬂ “t‘l‘tﬂl'l'lil

DEWAN P

WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

\fenctapkan :,:f:{?"‘ ' ’IH_.-\.IS DAERAH  KOTA  MAGELANG  TENTANG
LTANGGH NGIAW ABAN PEFI AKSANAAN ANGGARAN

MW .
L:l.{l;l‘}s\l’.-\l.-\k DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
i LB

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat
a  Laporan Realisasi Anggaran :
b. Neceraca .
¢. lLaporan Arus Kas : dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan
Leuanean badan usaha milik dacrah / perusahaan dacrah.

Pasal 2

' | imak ' >asal 1 huruf a tahun anggaran
Laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pa L gpar:

2006 sebagai berikut :

Rp.290.801 403.460.81

d. PL‘IILLIPHIHI] ....................
3 "lr..l?_'«'n_-lt'wf‘l.:"“,UU
b. HL‘ILI"]-’.I ........................ BD"'-l" ........... Rp*‘gj}l?q:}?lﬁquI
SUIDIUS |, 0. v 0 v ommiemisidis s summammommn e sgiesvaaammmasss

¢. Pembiavaan - Rp 48 320.375.264,12

- Pencrimaan ......oceeeeeeen ~17 433 93

i 06.648.312.433,7. .
- Pengeluaran ......oooieeee Rp.96.5 (Rp.48.327.937.169.81)
D T ST PR TUROOe R L i
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Pasal 3

aan laporan realisast anggaran Sebagaimang ¢
# . i L L lrrl

[ ak , _ _
N aksud dalam Pasal 2 sebagai berikut
! HL‘II’.“I]I ‘I“Hﬂ”.dn d_":“gim realisasg Pendapatan «
* rinc1an sebagar berikut - SR sejumlah Rp.10.150.998.460,81 dengan
1) .-HI1E£=17'%‘_“ pendapatan setelah perubah
h) Realisasi S T T S e ] Rp.280.650.405.000,00
Selisth lebih / kurung } Rp.290.801 403.460.8 |
"""""" d RS R I{p, 10,150,998 460 .81
Selisth anggaran  dengan realisasi belania <o
4 rincian sebhagan berikut 3t belanja sejumlah Rp.46.659.786.709.00 dengan
4 Anggaran belanja setelah perubaha :
: Y AN Rp.289.133.253.000,00
b) Reahsast ..o .. T A s
ol ; 42.473.466.291.00
Selisth lebih / ( kurane W | Yot 3 e 1LY,
M) ciieinviniiiiiiiiiiiiiines (Rp.46.659.786.709.00)
selisth anggaran dengan realicaci < : . :
. Selis g2 gan realisasi surplug sejumlah Rp.56.810.785.169,81 dengan

rincian scbagai berikut :

a) Defisitsetelah perubahan (Rp.  §.482.848.000,00)

b) Realisasi ..o Ry, 48.327.937 169.81
Schsih lebih / (kurangy............ Rp. 56.810.785.169.81

""""""
...........................

d. Selisth anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.264,12 dengan
rincian scbagai berikut :

a) Anggaran penerimaan setelah perubahan. ... Rp 48.320.375.000,00
by Realisast. . oo Rp .48.320.375.264.12
Schisih lebih / (kurang) ......... ... Rp. 264,12

Selisth anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.
56.810.785.433.93 dengan rincian sebagai benikut ¢

a) Anggaran pengeluaran setélah pertubanan;....vsywsvisniss Rp. 39.837.527.000,00

Rp. 96.648.312.433.93

B) REAISAST...uvurerninenennrnseeie it )6 .433.8
Selisih lebih / (Kurang ) ......cooeeevevvveivininienen (Rp.56.810.785.433.93)

aan neto sejumlah ( Rp. 56.810.785.433.93 )

(. Selisih anggaran dengan realisasi pembiay

Sy T Je ;_r;.l‘*ikl”:
dengan rincian sebagar bet g 482 848.000.00

) mhiavaan neto setelah perubahan............  Rp.
;; gngﬁm'n P o (Rp_48.327.937.169.81)
T P PR PP TP L TR 8 2 v
Selisih lebih / (KUrang )......coooeeemsssememmemreeees (Rp. 36.810.785.16 )
Pasal 4

- .sember Tahun 2006 sebagai
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desembe

bt..‘rﬂ".l.ll :
4 Jumlah Aset........

Rp. 1.326.239.430.704.55
Rp.  1.983.735.474.00

llll
iiiii
lllll
IIIIIIIIIII
P
qqqqq
lllllll

b. JUH'I ah K{:“’ﬂjibﬂn llllllll Rp 1324255{59323035
¢ Jumlah Ekuitas Dana .......-ooomestn
Pasal Saooains
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Pasal S

arus Kas sebagaimana dimakg,yq dal

yrall N _ am Pasal _
LA pean 31 Desember tahun 2004 « Bal T huruf ¢ untuk tahun yang berakl

: - - *Bryeras i dang raKknmr
qmpa! e sebagai beriky - AR

cqldo Kas Awal per T Januar 2004
a. '_““5 kas dart akuvitas operas; Rp. 45909 088 804,12

t- Arus Kas Ll;“! ukl!r”"ﬁ INVestast aset non Keuangan Rp. V8 281 MH-?'*:_! 81

G Arus has dill'! ﬂ]\l!\'![a.‘i 'pt?ﬂ'lhi;]} a:an !: RP.I S0 098 :;?_ 187.00 )

; Arus kas dan aktvitas non angparan ::p.i ’I?_Hllh,-l_rm 000,00 )
P. 739.564 319,00

aldo Kas akhir per 31 Desember tahun ¢ _
> HeN0 Rp. 76.935.634.457.93

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud p

- 3 i . asal 1 huruf d tahun anggaran 2006
qt informast  baik secara kuantitatif

memu maupun kualitauf atas pos — pos laporan

Pasal 7

pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal ltercantum dalam Lampiran Peraturan Dacrah ini terdiri dan :

2. Lampiran | . Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran [.1 . Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut  urusan
pemerintahan daerah dan organisasi:
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisast anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah. organisasi . pendapatan , belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 - Daftar piutang daerah:

Daftar penyertaan modal ( investasi ) daerah:

yaftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerahy;
Lampiran [.6 - Daftar realisas punnn?huh;m dan pengurangan asct lainnya:
Lampiran 1.7 . Daftar kegiatan — Kegiatan yang belum disclesakan sampat akhir
tahun dan dianggarkan kembal dalam tahun anggaran berikutnya,
Dafiar dana cadangan daerah: dan

ampiran 1.4
Lampiran [.5

Lampiran [ .8

o. Lampiran I . Neraca Daerah
¢. Lampiran 11 - Laporan Arus Kas ,.

.
4. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

. ana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(2) adalah laporan
aim :

Lamp;
“Mpiran laporan keuangan sebag
¢ ;  perusahaan daerah .

k':“a“Eﬂn badan usaha milik daerah.
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Pasal 9

. » Y ouger : '
" menetapkan  Peraturan alikota  1en. |
walike an APBD sebagai rincian lebih Jan: “nlang - penjabaran  pertanggungjawaban
rL.1-,1|~-‘*41”“h o At dar Perlanggungjawaban pulukﬁﬁ;muu‘n APBD.

Pasal 10

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diund:

wr,nurd” angkan

¢ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
jempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelane
W - L =

Aod
en pan pel

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Cogtewlpec 2007

WALIKOTA MAGELANG

 Fhgn

H. FAHRIYANTO
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